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Secaraumum dapat dikatakanbahwa Indonesiatelah cukup
maju dalam menyediakanpijakan yuridis bagi penyelenggaraan














Mudiyono,Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal
yang diselenggarakanolehPemerintahdan/ataumasyarakatguna
memelihara taraf kesejahteraansosial. Pengertian sebagaimana
dimaksudkandalamPasal2 ayat (4)UU No.6 Tahun 1974tersebut
sebenarnyamenjadiinstrumenpelaksanaandari amanatUUD'1945,
khususnyabagiwarganegarayangtergolongmiskin dan anak-anak




"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya Secara ut'iIh sebagai manusia yang
bermartabat"(amandementerhadapPasal 28).Pengaturantentang
jaminansosialini sebenamyajuga telahdiaturdalamPasal4 ayat(1)
huruf b UU No.6 Tahun1974yangmenyatakanbahwausaha-usaha
pemerintah di bidang kesejahteraansosial antara lain meliputi
"pemeliharaantarafkesejahteraansosial melalui penyelenggaraan
suatu sistemjaminan sosial." Ketentuantersebutkemudian lebih





























































Dalam pendekatanyang serba formal ini penyelenggaraan
jaminan sosial dilakukan oleh birokrasi pemerintah dengan.
menggunakansumberdayayangadadalamkendalipemerintah,lebih





birokrasi pemerintah ini, model yang formalistik dalam
penyelenggaraanjaminansosial memiliki keterbatasanyang khas:
sangattergantungpadaperkembanganekonomiuangnegara.Model






lebih luas. Sehubungandenganhal-hal tersebutdi atas,kita perlu
mencermatipendekatan-pendekatanlain yang tersedia.
Relevansipendekataninfonnal
Ada beberapa varian pendekatan informal. Yang dicoba
dikembangkanpadapertengahandekade1970-anadalahpendekatan
kebutuhan dasar. Konferensi Kesempatan Kerja Dunia yang
diselenggarakanolehOrganisasiPerburuhanInternasional(ILO) pada
tahun1976telahmenyambutbaikpendekatankebutuhandasar(basic



















ketetanggaan.Pendekatansemacamini sangat tepat untuk
dikembangkandi Indonesia,apalagijaminansosialyangdiberikanoleh
negaradaninstitusisosiallainmasihsangaterbatas.Relevansidari
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M!llua,daerahotonomhanyaakanmemiliki"makna"dihadapan
warga setiap daerah apabila pemerintah otonom berhasil
menyelenggarakanj minansosialbagisegenaplapisanmasyarakat.
Semakinmeratadanberkualitaspenyelenggaraanj minansosialyang
dilakukanolehpemerintahdaerahotonom,semakinbermaknalah
otonomidaerahitubagiwargadaerah.
Ketiga,formatkebijakanpenyelenggaraanj minansosialagaknya
akanbergeserkearahmodel-modelkebijakanyanglebihterfokuspada
upayaintegrasiantararesidual,institusional,maupundevelopmen-
tal.Halinimengisyaratkanbahwarehabilitasi,pemberianbantuandan
pelayana:nperlindungansosial,pemberdayaan,pengembangan,
kemandiriansecarakomprehensifsemakindibutuhkan.***
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